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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masaiah

Dalam rangka --mem;apai fujyuan pembangunan nasional, di
jelaskan bahwa "Pemerintahan acdciah suatu cara bagaimana dinas umum*
disusun dan dipimpin dengar sebaik-baiknya”. (Délam' dasar ajaran Trias
Politica dan Montesgieu menurut Van Poelje, Inu Kencana Syafile 1994 : 11) -

Berdasar pendapai diatas dapat dirumuskan bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan Des? merupa_lfan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehinz;ga Desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dan kepala Desa
bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kemudian -
menyamp‘alik’an laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.(kansil, C. T..'
1984. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia
: Jakarta). i

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyal
susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
(Pemerintahan Desa Menurut H A W. Widijaja : 2001)". Landasan pemikiran -
dalam mengenai pemerintahian Desa adalah kearekaragaman, partisipasi,.

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
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Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik
maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta y ..
dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala Desa dengan .
persetujuar_l Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk .
melakukan perbuatan hukum dan mengatur ”kepentingan-kepentiganya
sendiri, dan juga melakukan pengololaan konflik serta mengembangkan

kemasalahatan bersama. (Karim, Abdul Gaffar, 2003 : 240).

Sebagai perwujudan udemokrasi, di iDesa dibentuk Badan
Permusyawara.an Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di .
Desz yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislahsi.‘
Disamping ifu juga Badan Permusyawaratan Desa sekaligus melaku!éia"nﬂ

pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa.

[

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga
perwujudan demokrasi dalam penyelenégaraan pemerintahan Desa. Badan
Permusyawaratan Desa dapat dianggap e.ebagai. "parlemen"-nya Desa.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di E?esa paca era

otonomi daerah di Indonesia. '

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari
pendudulk Desa yang bersangkutzn berdasarkan kétemakilan wilayah yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan
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Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketba Rukun Warga, pemangku adat,

golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka rizsyarakat
lainnya. Masa jabatan anggots Badan Permusyawaratan Desa adalah 6
(enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan
Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desq dan

Perangkat Desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan
dengan Keputusan Bupati atau Walikota, dimana sebelum memangku
jabatannya mengucapkan. sumpah atau janji secara bersama—sama'

dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Walikota.

Ketua Badén Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota
Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam Rapat Badan-
Permusyawaratan Desa vyang diadakan secara khusus. Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Feraturan Desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyali‘:rkan aspirasi masyarakat. (undang-

undang nomor 32 tahun 2004 : 119).
Wewenang Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

1. Membahas rancangan gcraturan Desa bersama Kepala Desa



-
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. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa

-

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Desa dan Peraturan Kepalz Desz

Meng.usulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
Menggali,menampurg, men:qhirnpun, merumuskan  dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

(Wekipedia@/http/ Dari  Wekipedid Bahasa  Indonesia, |

Ensiklapedia Bebas).

Penggunaan nama atau istilah Badan Permusyawaratan Désa

tidak harus seragam pada seluruh Desa di Indonesia, dan dapat disebut

dengan nama lain. (2000. Pengafuran Desa dan kelurahan, kuraiko pratama,

banduhg).

Dengan latar belakang tersebut diatas, memberi dorongan pada

penulis mencoba mengkaji beberapa hal yang menyangkut Badan

Permus_yaiwaratan Desa dalam suatu penulisan skiripsi ini dengan judul:

“OPTIMA~ISAS! FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DI DESA PATTIMANG KECAMATAM MALANGKE KABUPATEN LUWU -

UTARA)".

+
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1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dalam penulisan gkripsi ini,
maka akan dibatasi dengan memperhatikan bé,beljapa hal yang sangat
mempengaruhi 'terlaksananya penulisan ini. Adapun rumusan masalah yang

i

berdasarkan uraian lalar belakarg tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. A;;akah fur;gsi legislasi Bad;;l Permusyawaratan Desa telah
dilaksanakan secara maksimal Di Desa Pattimang Kecamatan
Malangke Kabupaten Luwu Utara?

2. Apakah P;araturan .Desa Di Desa Pattima;ng Kecamatan Malangke

Kabupaten Luwu Utara telah mempunyai keberlakuan hukum?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun vyang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetatwi dilaksanakannya secara maksimal fungsi
legislasi Badan Pennusyawaratan D;sa_Di Desa Pattimang
Kecamatain Malangke Kabupaten Luwu Utara.

2. Untuk mengetahui keherlakuan hukum peratu;‘an Desa Di Desa

Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

L
»
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1.3.2 Kegunaan Penelitian

dailam penelitian ini mempunyai kegunaan adalah sebagai berikut :
1. Dari segi teoritis .

- Dapat dijadikan sebagai bahan kajian hukum tata negara
indonesia.

- Sel;agai referensi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin
menulis mengendl permasalahan pemerintahah Badan
Permusyawaratan Delh sebagat fungsi legisias

2. Dari segi praktis

- Dihérapkan dapat mehjadi masukan yang berguna bag. pihak
yang berkompcten Halam pengambilan kebijakan tentang'
pelaksanaan fungsi legislasi di Desa untuk mewdjudkan .
otonomi Desa di Desa Pattimarg Kecamatan Mdldngke -
Kabupaten Luwu Utard.

1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Lok:-.;si Penelitian

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, salah satu tahap
yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. {.okasi penelitian dilakukan di
]

Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
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1.4.2 Jenis dan Sumber Data

.

Jenis datd yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah Data
kualitatif, vyaitu data yang bukan bersifat angka-angka, tetapi berupa

keterangan-keterangan atau data yang bukan angka.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung

dilapangan atau lokasi penelitian.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber
tertentu sepert! dokuhen-dokumen termasuk literatur bacaan yang

berkaitan dengan penelitian ini. «. * *-
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dipergunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu teknik untuk memperoleh informasi dengan
mendatangi responden untuk melakukan fanya jawab langsung guna

mendukung data yang diperoleh dari responden tersebut.

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang berkaitan

dengan penelitian




ﬂ;f At s + 8
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3. Pengamatan, yaitu mengamati dan mempelajari secara langsung

dengan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan data yang

relevan.
1.4.4 Teknik Analisis Data 3

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang
akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang '

bersifat normatif dan empirik.

v
+ L3
.




BAB 2

L

TINJAUAN PUSTAKA

+

2.1 Pengertian Optimalisasi, Fungsi dan Fungsi Legislatif
2.1.1 Pengertian Optimalisasi
Menurut Rosyid E Abby dalam ilr;w sosial, 2007 :
Optimalisasi adalah kemampuan diri cj’idalam mewujudkan tujuan. .

untuk mengoptimalisasi pelayanan publik dan mewirausahakan
birograsi { Reinventing Government), mencakup sepuluh prinsip yang
dikemukakan ;leh David OsboIne dan Ted Gaebler, terj. Abdul Rasyid,
Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996. Adapun sepuluh prinsip tersebu.t
adalah :

pertama, pemerintahan kafalis : ‘mengarahkan ketimbang
mengayuh. Artinya, jika pemerintahan diibaratkan sebagai perahu maka
peran pemerintah seharusnya sebagai pengemudi yang mengarahkan
jalannya perahu, bukannya sebagaj; pendayung yang mengayuh untuk'
membuat perahu bergerak. Pemerintah entrepreneurial seharusnya lebih
berkonsentrasi pada pembuatan kebijalgan-kebijakan strategis' '

(mengarahkan) daripada - disibukkan oleh hal-hal yang bersifat teknis |

pelayanan (mengayuh).
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Kedua, pemerintahan milik rakyat : memb'mi wewenang ketimbang
melayani. Artinya, birokrasi pemerintahan yang berkonsen;;asi pada
pelayanan menghasilkan ketergantungan dari rakyat.

Keliga, pemerintahan yang kompetitif.,: menyuntikkan persaingan
ke dalam pemberian pelayaran. Artinya, berusaha memberikan szluruh

pelayanan tidak hanya menyebabkan risorsis pemerintah menjadi habis

terkuras, tetapi juga menyebabkan pelavanan yang .harus disediakan

semakin berkerﬁbang melebitn kemampuan pemerintah (organisasi publik),.

hal ini tentunya mengakibatkan buruknya kualitas dan efekfifitas pelayanan

publik yang dilakukan, Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan

kompetisi (persaingan) di antzra masyarakat, swasta dan organisasi non’

pemerintah yang lain dalam pelayanan publik. Hasiinya diharapkan efisiensi.

yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar dan terbentuknya
lingkungan yang lebih inovatif.
Keempat, pemennlahan yang digerakkan oleh misi : mengubah

organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Artinya, pemerintahan yang

dijalankan berdaéarkan peraturan akan ftidak efektif ‘dan kurang efisien,

karena bekerjanya lamban dan bertele-tele. Oleh karena itu, pemerintzhan

harus digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya sehingga akan berjalan *

lebih efektif dan efisien. Karena dengan mendudukkan misi organisasi °

- H - ll. ""b e

sebagal tujuan, birokrat pemerintahan dapat'mengembangkan sistem

anggaran dan peraturan sendiri yang memberi keleluasaan kepada




karyawannya untuk mencapai misi organisasi tersebut. Di antara keunggulan
pemerintah yang digerakkan oleh misi adalah lebih efisien, lebih e}—ektif, lehih
inovatif, lebih fleksibel, dan lebih mempuyai semangat yang tinggi ketimbang
pemeri‘ntahan yang digerakk:an oleh aturan.

Kelima, pemerintakan yang berorientasi hasil : membiayai hasil,
bukan 'masukan. Adinya, bila Iem‘ba.ga-lembaga pemerintah dibiayai
berdasarkan masukan (income), maka;l §ediki£ sekali ala,sa]n mereka untuk
berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik.. Tetapi jika mereka
dibiayai berdas:arkan hasil (oulcome), mereka menjadi obsesif pada prestasi.
Sistem penggajian dan penghargaan, misalnya, seharusnya didasarkan atas’
kualitas hasil kerja bukan pada masa kerja, besar anggaran dan tingkat.
otoritas. Karena fidak rnengukur hasil, pemerintahan-pemerintahan yang
birokratis jarang sekali mencapai keberhasilan. Mereka lebih banyak
* mengeluarkan unfuk pendidikan negeri, namun nilai tes dan angka putus ‘

L3

sekolah nyaris tidak berubah. Mereka mengeluarkan lebih banyak untuk polisi

dan penjara, namun angka kejahatan terus mening!iat.

Keenam, pemerintahan berorientasi pelanggan : memenuhi

kebutuhan pelanggan, bukan boirokrasi. Artinya, pemerintah harus belajar |,

dari ‘sektor bisnis di mana jilka tidak fokus dan perhatian pada pelanggan
" t

L]

{customer), maka warga negara tidak akan puas dengan pelayanan yang ada
atau tidak bahagia. Oleh karena itu, pemerintah hatus menempatkan rakyat °

sebagai pelanggan vang harus diperhatikan kebutuhannya. Pemerintah harus °

"
-

d

R TR
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mulai mendengarkan secara cermat para pelanggannya, melaui survei
pelanggan, kelompok fokus dan berbagai metode yang lain. Trac;isi pejabat . .
birokrasi selama ini seringkali berlaku kasar 'da‘n e;rjgkuh ketika melayani
warga masyarakat yang da_f_aqg keistansinya. Tradisi ini harus diubah dengan
menghargai mereka sebagai iuarga, negara yang berdaulat dan harus
diperléklukan dengan baik dan wajar. Di antara keunggulan sistem
berorienta§i .pada pelangigan adalah memajfga pemberi jasa untuk
bertapggung jawab kepada pelanggannya, r;lendepolitisasi keputusan
terhadap pilihan pembe'ri jasa, merangsang lebih bényak inovasi, memberi
kesempatan kepada warga unfuk n';p_mi.li;'di antara berbagai macam .
pelayanan, tidak boros karena pasokan disesuaikan .dengan permintaan,
mendorong untuk menjadi pelanggan yang berkomitmen, dan menciptakan
peluang lebih besar bagi keadilan.

Ketujuh, pemerintahan wirausaha : . menghasilkan keti;'nbang
membelanjakan. 'Artinya, sebenarnya pemerintah mengalami masalah yang
sama dengan sektor bisnis, y;s‘itu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka
berbeda dalam, respon yang diberikan. Daripada menaikkan pajak atau
mem‘otoné program publik, pemerintah wirausaha harus berinovasi
bagaimana menjalankan program publik deng?n dengan sumber daya
keuangan yang sedikit tersebut. Dengan melembagakan konsep profit motif

[ o ‘- -

dalam dunia publik, sebagai contoh menetapkan biaya untuk public service

dan dana yang terkumpul digunakan unluk investasi membiayai inoasi- .




!

*

inovasi di bidang pelayanan publik yang lain. D'ef}gan‘cara ini, pemerintah
mampu mencintakan nilai tambah dan menjamin hasil, mesk daﬁam situast
keuangan yang sulit.

Kede?apan, pemerintahan a{itfsipa:fff : mencegah daripada

3,

mengobati. Artinyé, pemerintahan fradisional yang birokratis memusatkan
pada ﬁenyediaan',jasa untuk  memerangi ma;alah. Misalnya, untuk
menghadapi sakil, mereka mendanai perawatan kesehatan. Untuk
menghadapi kejahatan, mereka mendanai lebth banyak polisi. Untuk
memerangi kebakaran, rr]ereka membeli lebih banyak truk pemadam
kebakaran. Pola pemerintahan semacam ini harus diubah dengal{ lebih
memusatkan a;tau berkonsentrasi pada pencegahgn. Misalnya, membangun
sistem air dan pembuangan air ko{or; unftuk mencegah penyakit; dan
membuat peraturan bangunan, u;"ituk meﬁcegah kebakaran. Pola .
pencegahan (preventif) harus dikedepankan dari pada pengobatan -
mengingat persoalan-persoalan publik saat ini semakin kompleks,

Kesembiian, pemerintahan desentralisasi : dari hierarki menuju.
partisipasi dan tim kerja. Artinya, pada saat teknologi masih primitif,
komunikasi anta.r berbagai lokasi masih lamban, dan pekerja pubiik redatif
belum terdidik, makéa sistem sentralisasi sangat diperlukan. Akan tetapi,
sekarang abad informasi dan teknologi sudah mengalami perkembargan'
pe‘sa:t, komunikasi antar daerah yang terpencil bisa mengalir seletika, banyal:

pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan kecepatan yang .
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luar biasa, mai(a pemerintahan desentralisasilah yang paling diperlukan. Tak .
ada waktu lagi untuk menunggu informasi naik ke rantai kc“n;ando dan
keputusan untuk turun. Beban keputusan harus dibagi kepada lebih banyak
orang, yang ri'aemungkinkan keputusan dibuat "ke bawah" atau pada‘_
"pinggiran" ketimbang menngonsentrasikannya pada pusat atau level atas.
Keljasa}na antara sektor pemerintah, sektor bisnis dan sektor civil socify
periu diga!akkan.untuk membentuk tim kerja dalam pelaya'naﬁ p{!b!ik. Dan

prinsip yang kesepuluh adalah pemerintahan berorientasi pasar:
mendongkrak perubahan melalui pasar. Artinya, daripada beroperasi sebagai
pemasok masal ‘barang atau js;sa tertentu, pemerintahan atau organisasi
publik lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang dan menyemai
pemodal pada pasar yang,telah ada atau yang baru tumbuh. Pemerintahan
entrepreneur merespon perubahan lingkungan bukan dengan pendekatan
tradisional lagi, seperti berusaha mengontro! lingkungan, tetapi lebih kepada
strategi yang inovatif untuk membentuk lingkungan yang memungkinkan
kekuatan pasar berlaku, Pasar di Iu;r kontrol dari hanya institusi politik
sehingga strategi yang digunakan adalah membentuk lingkungan sehingga
pasar dapat beroperasi dengan efisien dan menjamin kualitas hidup dan
kesempatan ekonomi yang sama. Dalam rangka melakukan optimalisasi’
pelayanan publik,

Kesepuluh prinsip di atas seharusnya dijalankan oleh pemerintah

sekaligus; dikumpulkan semua menjadi satu dalam sistem pemerintahan,
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i éehingga pelayanan publik yang dilakukan bisa berjalan lebih optimal dan

maksimal, Sepuluh prinsip tersebut bg.:rtujuan untuk menciptakan organisasi
pelayanan publik y;ng smaller (kecil, efisien), faster (kinerjanya cepat, efektif)
cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif. Dengan demikian,
pelayanan publik oleh birokrasi kita bisa menjadi lebih optimal dan akuntabel.

2.1.2 Pengertian Fungsi
Secara bahasa dan fungsi antara lain :

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (1986 : 298)

fungsi adalah :

1. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan
2. Kegunaan suatu hal

3. Cara kerja suatu organ tertentu

Sementara menurut B. N. Marbun, SH dalam Kamus Politik fungsi
adalah : Jabatan pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan suafu '_

hal,

Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia (1990 : 180) Drs.

i
Bambang dan Ors. M. Nur manuliskan

e L]

Fungsi adalah : Kegunaan pzakerjaan.
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Menurut Bestsy-Ann Toffler dalam Kamus Istilah Pemasaran (1982

' 421) menuliskan

Fungsi adalah : Menjelaskan tentang kedudukan atas tanggung

"

jawab. '
t - v -
Sedangkan Yan Pramadya Fuspa dalam Kamus Hukum (1980 :

ot b -

387) menuliskan defenisi fungsi yakni : Sesuatu yang identik

dengan jabatan.

John M. Echols dan Hassan Shadily dalam Karnus Inggris-

Indonesia hal ; 260 menuliskan fakta funcion diartikan : .

1. Fungsi atau kegunaan

2. Pekerjaan
Dalam halaman yang sama.functionary diartikan :

3. Pejabat
4, Petugas

5. Pegawai

2.1.3 Pengertian Fungsi Legislatif

Adapun  bheberapa  pengertian  fungsi  Badan

Permusyawaratan Desa dalah :

LN
¥




— = s

17

Menurut Syarief Makhya dan lbrahim Ambong, (1881 :

. -
178) menyatakan fungsi legislatif mencakup 4 ( empat ) fungsf

vaitu fungsi di bidang perwakilan, fungsi peraturan, fungsi

pengawasan, dan fungst memilih.

Menurut Meriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong (1995 :
103) menyataka bahwa :

“Lembaga legislatif adalah badan yang“tugas utamanya di bidang

perundang-undangan yaitu menentukan kebijaksanaan dan
membuat undang-undang termasuk mengadakan amandemen

terhadap rancangan undang-undang vyang diajukan oleh

pemerintah dan hak budget serta mengontroi badan eksekutif agar
semua tindakannya sesuai yang telah ditentukan”.

Sedangkan B. N Marbun, SH (1983.: 158) fungsi legislatif
mengikuti :

1. Fungsi memilih dan menyeleksi

2. Fungsi pengendalian dan wawasan

3. Furgsi pembuatan undang-undang dan pengawasan

4, Fungsi debat

5. Fungsi representatif

Jika berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

maka fungsi Badan Fermusyawratan Desa adalah sebagai berkut:

a. Mengayomi vaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup

dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang’
menunjang kelangsungan pembangunan
b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa’

bersama-sama dengan pemerintah Desa

}‘!‘.’\-J-- MHbea N

(._ ~ M wt 7 —e -
+ v 1
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c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan Desa, Anggaran pendapatan dan belanja 5esa serta

képutusan kepala Desa

d. Menémpung aspirsai masyarakat yaitu menangani dan |

menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada

pejabat atau instansi yang berwenang.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005

tentang Desa, yang terdapat dalam pasal 34 :

t
Fungsi Badan Penmusyawaratan Desa adalah menetapkan
peraturan Desa bersama xepals Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.2 Landasan Hukum Badan Permusyawaran Desa Sebagai Badan .

Legislafif Desa

Landasan Hukum 8adan Permusyawaratan Desa terjelas pada .

hirarki peraturan pembentukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang

terdapat dalam Peraturan Pernerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

yang berbunyi :
1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk
Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah vyang

» - ty

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat

¥




Anggota. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) point 1 (satu) diatas ini ter:cliri dari ketua ruKun warga,
pemangku Adat, golongan fropesi, pemuka Agama, dan tokoh
pemuka masyarakat lainnya

. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6

A
" * (enam) tahu dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu)

kali maéa jabatan berikutnya &)

Jumlah anggota Bladan Permusyawaratan Desa .ditetapkan dengan
jumlah ganjil, paling set;ikit lima orang dan paling banyak sebelas
orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan |
kemampuan keuangan Desa

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana
dimaksud pada pasal 30 Ayat (1) point 1 ( satu ) diatas mengatakan
bahwa peresmian anggota, Badan Permmusyawaratan Desa itu
ditetapkan dengan keputusan'Bupati fwalikota

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku
jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama -
dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati / walikota

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari satu orang
ketua dan satu orang sekretaris

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud .

pada Ayat (1) point 1 ( satu ), dipilih dari dan oleh angbota Badan
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R
Permusyawaratan Desa secara langsung dalam PRapat Badan
Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus

9. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk

pertama Kkali dipimpin oleh anggota tertua. dan dibantu oleh anggota

termuda.

Dalam penjelasan berikutnya dalam landasan Hukum yang sama,
itu menjelaskan bahwa pimpinan dan anggota Badan' Permusyawaratan'

Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepal{g Desa dan

perangkat Desa.

Berikutnya dalam penjelasan Badan Pemmusyawaratan Desa yang
terdapat dalam pasal 41 Ayat (2) .itu terkandung isi mengenai larangan-

+

larangan terhadap pimpinan dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa.

yaitu sebagai berikut :

a. Sebagai pelaksana proyek Desa

4

b. Merugikan kepentingan umum, meiesahkan sekolompok
' ..‘ LTI N Y - :
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan

masyarakat lain
c. Melakukan korupsi, kelusi, nepotisme dan menerima uang, barang
‘ dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan

atau tindakan yang akan dilakukannya




d. Menyalahgunakan wewenang; dan

e. Melanggar sumpah / janji.

Ketentu?n lebih lanjut meng‘enai Badan Permusyawaratan Desa,
ditetapkan dalam peraturan D.aergh Kabupaten { Kota, yang dimana pada
peraturegn Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ‘
Ayat (1)} mengenai ketentuan Badan Permusyawaratan Desa itu sekurang-.

kurangya memuat :

1. Persyaréltan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat
Mekanisme musyawarah dan mufakakat penetapan anggota

Pengesahan penetapan anggota

> »w N

Fungsi dan wewenang

&

Hak, kewajiban, dan farar~an

Penggantian anggota dan pimpinan

Tata cara pengucapan sumpah / janji

*

Pengaturan tata tzrtib dan mekanisme kerja

@ o N o

Tata cara menggali menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat
10. Hubungan kerja dengan kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan .

11. Keuangan dan Administratif. - by

ward®
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Dalam Undang—undarfg Nomor 22. tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam pasal 34. Dimana anggc‘ata Badan
Permusyawaratan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan

Adat, agama', organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka .

masyarakat l[ainnya yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dijelaskan

pada pasal 9 yaitu :

-
Sy

1. Bertagwa kepada Tuhan Yang MahaEsa . -~ :

2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

3. Tidak pernah terlibat lansung atau fidak langsung dalam kegiatan.
yang mengkhiayanati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G
30 S!IPKI dan / atau kegiatan organisasi te;larang [ainnya

4, Berpendidikan seklurang-kurangnya s.ekolah lanjutan tingkat

pertama dan i atau bempengetahuan yan; sederajat

Berumur sekurang-kurangnya 25-tahun

L]

Sehat jasmani dan rohani

'

N e o

Nyata-nyata tidak tertanggung jiwa / ingatnya

8. Berkelakuan baik, juju‘r dan adil '

9. Tidak pemna di hukum penjara Iéarena melakukan tindakan pidana
10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan Hukum tetap

L4

"
.

.
¥
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11. Mengenal Daerahnya dan dikenal oléh masyarakat di Desa
catempat -
12. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan

Desa dan’

¥

13. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan Adat-istiadat yang diatur ‘

" dalam peraturan Daerah.
2.3 Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan 'D:esa

2.3.1 Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Kebijakan penyelenggaraa“n pemerintahan daerah dan secara
lebih khusus pemerintahan Desa tid;k dapat ;ii;;isahkan &engan beberapa
varizabe! pengaruh, antara lain : derajat dan kualitas demokrasi, kapasitas
(kelembagaan, sumber daya dan organisasi) pemerintahan (Pusat, daerah
dan Desa), t.a\rik ulur kewenangan otonomi daerah antara pusat-daerah,
kesadaran kp‘tis para aktor demokrasi (birokrasi, parlemen, civil society, pers,
dan lain-lain), perspektif keterbukaan pernerintahan dan relasi antara sfafe,

market serta’ civil sociely (negara, pasar dan masyarakat sipil). ( Oleh : W,

Riawan Tjandra Dosen FH Universitas Atma Jaya Yogvakarta).

Anggapan bahwa pemerintahan Desa merupakan penyelenggara’
pemerintahan pada level alas kaki, merupakan pemahaman yang historis,

reduksionalis dan illogis. Pandangan yang inelihat bahwa otonomi Desa (Kini




muncul pemahaman yang beragam) merupakan anugerah dari tindak .
karitatif negara, dan bukan kedaulatan asli {genuine) yang melekat pada
eksistensi historis entitas yang bernama Desa,. merupakan kesalahan

paradigmatik dan fallacy (cara berpiKir) kronis.

Desta merupakan edentitas pemerintahan yang langsung berhubu-
ngan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan Desa memiliki arti sangat strategis
sebagai basis penyelqugsra?n pelayanan publik ‘dan memfasilitasi
pemenuhan hak-hak pubﬁk rakyat lokal. Sejak m;sa penjajahan Hindia
Belanda sekalipun, pemerintah kolonial te.lah menyadari peran strategis Desa

dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu.1L

1

Indlandsche Gemeente Ordonanntie?_(lGO) tahun. 1908 No. 83,

salah satu aturan hukum pada masa kolonial, memberikan ruang demokrasi

e Ao s
T

] 4
yang luas bagi Desa untuk menjalanken pemienntahan sendii (self goveming
community) dalam benluk pengakuan hak-hak’ kultural Desa, sistem
pemilihan Kepala Desa, desenfralisasi pemerintahan pada level Desa,

parlemen Desa dan sebagainya.

Dibandingkan dengan pengaturan pada masa Hindia Belanda -
tersebut, sangat mengherankan :zetelah kemerdekaan muncul Undang-
unddng Nomor § Tahun 1979, yang terbukii mengebiri hak-hak kultural,

melakukan penye-ragaman (uniformisasi) dan sentralisasi pengelolaan Des2.




»

Akibatnya, Desa dalam kurun wakiu gbe‘rlakunyta Undang-undang tetsebut
terserap dalam dominasi kekuasaan negara, dan kehilangan ruh demokrasi

kerakyaian.

Proses pembelajaran ulang demokrasi bagi Desa melalui Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dinilai menghidupkan kembali ruh
demo;crasi di Desa, ternyata tidak dapat berlangsung lama. Berlakunya
Undang-undang: Nomor 32 Tahun 2004 yang memundurkan demokrasi di:
Desa menyebabkan ditutupnya kembali katup demokrasi di Desa. 3pirit
demokrasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 vyang
menghidupkan parlemen Desa, telah dipasung oleh Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, Desa keribali © dimaknai '-‘s:akédar sebagai saluran
administratif‘ kewenangan negara lewat kabupaten/kota, tanpa memiliki daya
tawar terhadap berbagai kebijakan negara. Berbagai pemaksaan proyek

pusat, distorsi pemberian saluran langsung tunai (SLT), penggusuran, dan ‘

sebagainya merupakan contoh aktual yang dapat ditunjukkan.

Peraturan Psmerintah quor *72- Tahun 2005 tentang Desa

v e ATE ‘3‘

temyata'dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan .
terhadap Desa. Peraturan Pemerintah tersebut kembali menghidupkan

peran Badan Pennﬁsyawaratan Desa sebagai parlemen Desa untuk ,
]

melakukan pengawasan terhadap kebijakan Déga. Meskipun dernikian, tentu

L
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saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004, Peraturan Pemerintah itu tidak banyak mampu rr:enawarkan
paradigma baru dalam n;enghidupkaq lgq{pgqli demokrasi di Desa.

Garis sub ordinasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di
bawah ‘eksekutif masih dapat dilacak jejaknya da;lam Peraturan Pemerintah
tentang Desa itu, yang pada pasal 29 menyebuytkan kedudukan Badan
Pennusyéwaratan_ Desa sebagai unsur penyelenggéraan‘ pemerintahan
Desa. Padahal, pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 '

memberikan pengertian pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan

perangkat Desa,

#

Ditinjau dari sudut aliran pertanggungjawaban (legal accountabi-
lity) penyelengga‘raan pemeiintahan Desa oleh Kepala Desa versi Undang-.
undang biomor 32 Tahqﬁ 2004 maupun Perfaturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005, terlihat sangat kentara adanya tarikan ke atas. Pasal 15 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 fahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala"
Desa mempunyai kewajiban untuk. memberikan laporan penye-lenggaraan

pemerintahan Desa kepada Bupati / Walikota. Tanggung jawab Kepala Desa .

1a

kepada Baéian Permusyawaratan Desa ha!nya dalam bentuk penyampaian
laporan keterangan pertanggungjawa;t;an, -dan ,kspada penyeletiggaraan

pemerintahan Desa.
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Rumusan aturan dalarh pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Desa itu tentu saja terlihat kontradiktif dengan pasal 35 huruf b Peraturan

¥ 'Pemerintah . Desa, yang meingatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa
memiliki salah satu wewenang untuk mqlaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa. Meskipun pada
pasal 3.5 huruf ¢ Peraturan Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa

' -

diberikan kewénangan untuk n.xengl-_!suikan pengangkatan  dan
pemberhentian kepala Desa kepada Bupati / walikota, namun mengacu pada
rumusan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Desa di atas, sangat jelas

terlihat ambiguitas pengaturan kewenangan pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa. ’

Selain itu, menyangkut sistem perencénaan di Desa terlihat pula
belum adanya kehendak negara untuk membangun pola Local self planning .
di Desa. Pasal 63 Peraturan Pemerintah Desa:'masih mengikuti jejak Undang.-
undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menempatkan perencanaan Desa
sebagai satu kesatuan dengan sistem pelencal;aan pembangunan daerah
kabupaten / kota. Semc;ataré ifu, pasal 150 Uadang-undang Nomor 32 Tahiin
2004 telah n;enegaskan bahwa sistem perencanaan daerah merupakan satu
kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional. Apabila ditarik garis |

lurus untuk menghubungkan substansi pengaturan mengenai perencanaan di

Daea, daerah dan pusat, terlihat sangat jelas yang dibangun adatah model

* .‘I'Ir
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perencanaan terpusat (cenfralized planning). Sentralisasi perencanaan
semacam itu sebenarnya justru mengingkari hakekat otonomi daerah, yang
seharusnya terus mengalir menjadi otonomi Desa dan akhimya menjadi

otonomi rakyat.

L]

Grand Strategi Implementasi Otoniomi Daerah (Dalam Koridor
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) yang dil%:eluarkan oleh Departemen
Dalam Negeri ( DEPDAGRI ) pada fahun 2005, memperlihatkan sangat
minimnya komitmen Departemen Dalam Negeri uniuk menghidupkan kembali
hakekat demokrasi Desa. Grand Stralegi versi Depertemen Dalam Negeri
tersebut lebih bany=l memperbincangkan kebiiakan ctonemi daerah pada,

level provinsi, kabupaten / kota dan kecamatan.

Menyikapi realitas kebijakan otonomi daerah yang ambivalen
terhadap demokrasi Desa, Desa hanya dapat mengharapkan adanya powér )
shaning dari kabupaten dan pengendoran tarikan sentralisasi melalui
perluasan pemberian tugas pembantuan (medebewind) dari provinsi.
Langkah itu perlu ditempuh dengan diberikan legal framework melaI:ui
. peraturan Daerah provinsi ataupun kabupaten / kota. Tumbuhnya demok-asi
pada level Desa, sebenarnya menjadi sarana pembelajaran demokrasi yaﬁg
sangat bernilai untuk mendorong menguatnya kehidupan demokrasi di

kabupaten / kota, provinsi dan akhirnya negara.

] '
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2.3.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

———

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945,
sejak Proklamisi Kémerdekaaﬁ.da!am sistem ketatanegaraan Inuonesia telah
dikenal Undang-undang tentang Pemerintahaan Daerah dan di awal
reformasi telah dibentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 1888 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagai pen:qganti Undang-undang sebelumnya, yaitu
Undang- undang Nomr 5 Takun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah; di awala tahun 2004 terjadi perubahan amandemen Undang-undang -

[

Nomor 22 Tahun 1998 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 .'

Tentang Pemerintahan Daerah; dan lebih Janjut dijelaskan mengenai
desentralisasi pada tingkat Pemerintahan yang ada pada tingakat yang paling
bawah yaitu diatur khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

mengenai Desa.
k

Pemerintahan Desa atau sebut;in 'pe:merintahan l[ain yang
merupakan suatu penyelenggaraan mengenai urusan pemerintahan Desal
oleh pemerintahan Desa itu sendiri dan dengan unsur Penyelengar;
pemer'intahan" lain  vyaitu Badan Permusyawaratan Desa selakw
penyelenggara pemerintahan di tingakat Desa tersebut, dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat bardasarkan asal-usul dan

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Republik Indonesia.

v e -
1 - T .
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»
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Badan Permusyawaratan Desa’ yang "merupakan Lembaga
Kemasyarakatn atau dikenal dengan sebutan nama lain yang dibentuk oleh
masyarakrilt sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
Desa dalam .memberdayakan masyarakat, yang mempunyai Peran dan_
fungsi selaku badan pengawas penyelenggaraan roda pembangunan di Desa
yang memiliki arti yang.] sangat penting. Hadimya Badan Permusyawratan
Desa sebag’ai‘ lembaga legislatif di tingkat besa diharapkan mampu bermitra
dengan baik dengan aparatur-apartur pemerintahan Desa dalam
merumuskan program pembtangunan Desa, terutama .dalam hal fungsi
legislasinya sebagai penyelenggara pemerintahan Desa yaitu menetapkan
perauran-pertauran  Desa, menampung ‘dan' menyalurkan  aspirasi
masyarakat. karena kedua insfitusi ini merupakan ujung tombak dalam

pembangunan di tingkat paling bawah yaitu Desa. |

Mengenai fungsi Badan Permmusyawaratan Desa yang telah
dijelaskan dan disebutkan sebelumnya yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah quor 72 Tehun 2005 -yaitu menetapakan peraturan Desa
bersama Kt;pala Desa, menampung dar menyalurkan aspirasi masyarakat.l.
Dan kemudian dijelaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

sebelumnya yaitu : .
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a. Mengayomi yaitu niénjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan
berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang

kelangsungan pembangunan

4

1
b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa

. bersama-sama dengan pemerintah Desa

c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
pel"a.turén Desa, Anggaran pendapatan dan belanja Desa serta
keputusan kepala Desa

e. Menampung aspirsai masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan
aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi
yang berwenang.

Disamping itu juga Badan Permusyawaratan Desa mempunyai
Hak yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 pasal 36 yaitu :

a. Memintah Keterangan Kepada Pemerintah Desa; dan

b. Menyatakan Pendapat.

Berikutnya juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah yang
sama dalam pasal 37 Hak Anggota Badan Pemmusyawaratan Desa yaitu :

a. Menglaju‘kan rancangan pgra!tgran Oasa

b. Mengajukan pertanyaan LA

¢. Menyampaikan usul dan pendapat
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a——

d. Memilin'dan dipilih; dan

e. Memporo;et.% tunjangan.

Mengenai fungsi dan:Hak Badan Permusyawaratan Desa, seria
Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah dijelaskan diatas ;
terkandung pulah kev:vajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam
Peratauran Pemerintah yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Uﬁdaqg-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun ‘15:325 dan mentaati segalah
peraturan perundang-undangan

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggarian
pemerintahan Desa

3. Mempertahankan dan memeliara hukum nasional serta Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyrakat

5. Memproses pemilihan Kepala Desa

6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi,

' -

kelompok dan golongan
. 7. Menghormati nilai-nitai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat; dan ! -
8. Meniana norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan.

i PR TS Ty
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Dari fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang telah
dijabarkan diatas tentu saja kita semua berharap Badan Perm&sywaratan
Desa selaku pihak legislatif di. tingkat Desa dapat menentt;kan serta
menampung aSpi.rasi-asp;rasi masyarakat dalam mengeluarkan suatu
kebijakgn-kebijakan yang ”berpihak dari kehendakrmasyarakat setempat

demi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa tersebut.




——
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BAB 3

»

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa

Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Daerah Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu
Utara secara geografis teletak di bagian pesisir pantai bagian selatan, utara
berbatasan dengan Desa Girikusuma, barat berbatasan dengan Dasa Arusy,
dan bagian timur berbatasan dengan Desa Malangke, E}esa Pinceng puteh,
dan Desa Tokke.‘Yang luaé v‘;ilayanya 8 km? dan jumlal':l penduduk 3362 (liga
ribu tiga ratus enam puluh dt{a) crang dari 770 (tujuh ratus tujuh puluh) orang
kepalah keluarga, yang dimana dari pihak laki 1684( seribuh enam ratus

delapan puluh empat) orang dan pihak perempuan 1678 {seribuh enam ratus

tujub puluh delapan) crang.

-

H -
Desa pattimang kecamatan® malangke..kabupaten luwu utara

tedapat lima Dusun didalamnya yaitu :
1. Dusun Paftimang
2. Dusun Padanggeille
3. Dusun Biro
4. Dusun Gampua'e dan

5. Dusun Labalubu.

|

‘l‘
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Desa paiiimang para umumnva ferdapat didaiamnya potensi
g ¢ -t
sumber daya alam, yaitu diantaranya : pertanian, .oerkebunan, peternakan,

perikanan air laut dan perikanan air tawar, pariwisata sejarah dan budaya
. )
(situs), perniagaan/perekonomiarn, jasa transporiasi, dan jasa jahit, elektronik,

serta otomotip. '

" Dalam kelancaran penyelenggarahan Desa serta sebagai upaya
peningkatan peran dan fungsi Badan Permusayawaiatan Desa yang
- disingkat BPD atau‘nama lain yang telah disusun dan dibentuk melalui rapat
musyawara Desa, maka dipandang perluh meresmikan Badan
Permusyawaratan Cesa sekecamatan malangke, dalam hg! ini adalah Desa

-

Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
Lol P | PO s

Desa Fattimang Kecamatan Malangke Kabupaten .Luwu Utara

yang sesuai dengan keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 232 Tahun 2007

Tanggal 10 Aprit 2007 -Tentang peresmian pembentukan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa

atau nama lain se-Kecamatan Malaqgke‘_ Kabupaten Luy}f.u -Utara. Desa

Pattimang Kecamatan fdmangke Kebua;p_tévn;Luw-_t Utara. mempunyai sebelas
A

pengurus sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang

diantaranya terdiri dari ;




—_

1. Ketua : DRS. MARTING TALIB
2. Wakil :H. DG. MANGATTA
3. Sekretaris : ANDI l]l(KA .
4, Anggota :- AIDING
- MARHUNI

- CAPPEDA

- MUSTAMIN

- AND] BASO HAMZAH

- H. DG. SIOJA

- SYAMSIBAR

~ANDI YUSNARIAH. .

‘Salah satu wacana yang berkembang pada era reformasi ini
adalah diterapkannya desentralisasi dalam penyelgnggaraan pemerintahan
daerah. Pada dasarnﬁa tujuan desentralisasi adalah agar pemerintahan .
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien pada semua aspek
pemerintahan dgerah, untuk mengattfr dan mengurus pemerintahan sendiri’

dalam sistem‘Negara kesatuan Republik Indgnesia. Sebagai konsekuensi

dari dianutnya asas desenfralisasi pemerintah daerah  dalam
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Emen-yebzmggalr.';\kan pemerintahannya membentuk unj}-unit pemerintahan
yang disebut’ Desa. Desa memiliki sifat istimewa karena hak otonomi yang
dimilikinya [ahir bersamaan denf;an terbentuknya Desa tersebut. Hak otonomi
yang dimiliki Desa berbeda dengan hak otenomi yang dimiliki pemerintah
daerah. Hak. otonomi tumbuh dan berakar pada.hukum adat yang asli.
Dengan a'dahy'.gl otoncmi Desa maka pemerintah Desa benar-benar dapat
mandiri dalam segi pemerintahan maupun pémbangunan r:urnah tangganya

»

sendiri.

Dengan melaksanakan Undang-Undang No 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah, Kinefja Badan Permusyawarata Desa sebagai
lembaga legislatif Desa yang dapat lebih meningkat, disamping dia adalah
parlemen-nya; Pesa, dia juga sekalikus menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat secara langsung dan bahkan sebagai advokasi
sekaligus didalam masyarak'at Desa itu sendiri., Karena Badan
Permusyawaratan Desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan

yang berkedudukan ditingkat wilayah pemerintahan yang paling bawah.

Vot - *

Badan Pen;xusyawaratan ”L'Jesé dalam mengukur optimalisasinya
sebagai Badan legislatif di tingkat Desa yang mempunyai fungsi legislasi,
naka perluh adr;mya suatu dorongan baik yang sifataya eksternal maupun
rang sifatnya internal dalam melakulcan roda pemerintahan di Desa. Salah

atu contoh misalnya adalah perencanaan pembuatan peratuaran Desa, ini
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\ perluh adanya dorongan yang sifatnya bantuafl secara eksternal dari
pemerintah Daerah setempat untuk lebih menunjang terlaksananya dan
berkualilitasnya suatu peraturan yang dirumus_kan' demi untuk menjalankan
secara efektivitas suatu pemerntahan di tingkat Desa. disamping dengan
dorongan yang sifatnya bantuan dari pemerintahan Dé:erah setempat, juga
periuh secara kons;ftuen internal kualitas sumber daya manusia yang dimiliki
oleh pemerintahan Desa, terutama pada pengurus serta Anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagai parlemen di tingkat Desa untuk

menjalankan yang salah satu fungsinya adalah legislasi.

Kemajuah dalam memajukan"s'f;ét!i daerah, datam hal ini adalah
Desa Pattimang Kecamatan Malangke K:eabupaten Luwu Utara, tidak lepas
dari ditentukannya dengan tingkat pendidikan pejabat atau organisasi
pemerintah setempat sebagi penyelenggara, pengembang, serta penyalur '
aspirasi masyarakat setempat dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan
Desa sebagai [zmbaga Parlemen ditingkat Desa, yang pendidikan sifatnya
adalah formal dan informal. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi
pulah informasi yang dapat diketahui sehubungan dengan usaha dan

aktivitas dalm mengoktimalkan suatu pemerintahan.

Sehubungan dengan kemajuan suatu dagrah  demi
mensejahterakan masyarakat seiempat, maka dapat diuraian tinjauan

dibawah ini mengenai sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa




 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara

pemerintahan Desa, yang salah satu fungsinya adalah legislasi: -

1. Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan pengurus sekaligus anggota
Badan Permusyawaratan Desa belum memadai, hanya ketua
Badan Pemmusyawaratan Desa yang mempunyai status
Pendidikan sarjana (§1), wakil ketua SMA, sekretaris SMP, tiga
diatara anggota SMA, satu diantara anggota SMP, dan empat

diantara anggota lainya SD.

Sehubungan dengan peraturan daerah kabupaten luwu
utara No. 06 tahun 2097 dinyatakan tentang tingkat pendidikan .
Anggola Badan Permucyawaratan Desa adalah berpendidikan

sekurang-kurangnya sekolah Dasar SD.

Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Anggota
Badan Permusyawaratan Desa tersebut diatas, sangatlah jelas
belum memada‘i untuk menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai legislatif di tingakat Desa yang mempunyai
fungsi legislasi, hanya saja melihat dari bagian ketiga pasal 29
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005,

mengatakan bahwa Anggola Badan Permusyawaratan Desa
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adalah wakil dari pen;iuduk Desa yang bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara .
fnusyawara dan mufzizat. Selanjutny'a disebutkan pada pasal
29 Ayat (2), bahwa Angota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) itu terdiri dari ketua
rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka
agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jadi
ternyata meski tingkat pendidikannya baik secara formal
maupun secara materif belum memadai, tetapi dengan
keterwakilannya dari penduduk Desa yang bersangkutan,
;iimana disebutkan pada pasal 29 Ayat (i) dan Ayat (2),
ternyata dia mampu membuat aturan Desa dengan inisiatif
tokoh masyarakat, pemangku adat, kepala Desa beserta
aparatnya, dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa itu
sendiri dengan cara musyawara dan mufakat untuk membuat .
peratyran Desa tersebut dibawah ini, dalam Hal ini peraturan

Desa:

1. Peraturan Desa Pattimang Kecamatan Malangke
Kabupaten Luwu Utara l‘\lomor 01 Tahun 2007
Tentang Anggaran Penadapatan Dan Belanja Desa

(APB-DESA)
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2. Peraturan Desa Pattimang Kecamatan Malangke
Kabupaten Luwu.Utara Nemor 02 Tahun 2007

Tentang Struktur Organisasi Perangkat Desa

3. Peraturan Desa PRattimang Kecamatan Malangke

- Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007

Tentany Pemungutan pajak pasar Desa Pattimang.

4. Peraturan Desa Pattimang Kecamatan Malangke
Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2608
' Tentang Anggaran Penadapatan Dan Belanja Desa

(APB-DESA).

Disamping itu pulah Badan Permusyawaratan Desa,
selain melaksanakan fungsinya yaitu fungsi legislasi, ternyata
juga dapat menghakomodasi, memberi dan menampung serta
menindak lanjuti segalah bentuk masalah-masalah yang timbul
dalam masayarakat secara siknifikan. Misalnya sengketa tanah,
perc:eraian, perkelaian antar kolompok, gotong royong, seita
melakukan sosialisasi tentang larangan menjual Alkho! pada
masyarakat yang berprofesi _sebaga; ‘pedagang.(wawancara

ketua BPD Marting Thalib selasa 17 Maret 2009).
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2. Pengalaman

—

Pengalaman yang dimiliki oleh pengurus serta anngota

Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan bagian-

%

bagian inti yang terkait dengan perat[:fan Desa tersebut cukup
memberi kontribusi yang dapat dijadiisgn dasar dan bahan
didalam merumuskan peraturan Desa yang direncanakan ’
tersebut.(wawancara ketua BPD Marting Thalib selasa 17
Maret 2009). Dalam hal iri ada diantara pengurus dan anggota
Badan Permusyavsaratan Desa tersgbut sudah perna menjadi
aparat Desa. Jadi punya pengalaman yang cukup dalam
bagaimana membuat suatu peratura Desa itu sendiri.
(dibenarkan olen lepalah Desa Pattimang Andi Yasir

Massiseng wawancara selasa 17 maret 2009).

3. Kebiasaan

. Dalam hai kebiasaan sudah merupakan kewajiban yang .
sering dilakukan dan bahkan sudah merupakan tanggung
jawab secara moril dalam hal membantu menyelesaikan hal-hal
yang terjadi dalam masyarakat baik itu sifatnya hukum publik,
maupun sifatnya hukum privat, Dalam hal pidana misalnya; |

perkelahian. maupun hql:hal yang sifatnya kecelakaan.




43

J
sedangkan dalam hal yang sifatnya privat misalnya; sengketa
i
tanah, pembagian harta gonogini, serta bahkan sistem
pelayanan pehgurusan KTP dan KK sekaligus. (wawancara

ketua BPD Marting Thalib selasa 17 Maret 2009).

e P ™Y




’ BAB 4

Keberlakuan Hukum Peraturan Desa Di Desa Pattimang Kecamatan
Malangke Kabupaten Luwu Utara
Melihat pada bagian pelaksanaan .fungsi legislasi Badan

Pemmusyawaratan Desa yang telah melahirkan empat macam peraturan
r

Desa dengan kepengurusan pengurus Anggota Badan Permusyawaratan '

Desa Pattimang Kecamzatan Malangke Kabupaten Luwu 'Utara. yang telah
memasuki tahun ketiga masa jabatanya yang sesuai dengan keputusan
Bupati Luwue Utara Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Peresmian Badan
Permusyawara‘an Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu
Utara, maka perlup ditinjau dari kebeg!akl.!an hitkuny dari pada peraturan
Desa tersebut yang telah dibuat Bad;i"r‘Pennus;\;aw;ratan Desa bersama
kepala Desa Pa&imang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang
telah diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa.

Menurut Yance Arizon, Y.D (1944-2009) : -

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas .dan logls.

Jelas artian penjelasan tersebut bah\gva tidaklah suatu aturan

menimbulakn keraguan-keraguan didalamnya (multi tafsiran) dan

b




logis dalam arti ia menjadi sistem norma lain sehingga tidak

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Miselnya aturan

hukum yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang hirarki
pembentukan undang-undang yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945
- 2. Undang-undang / PERPU

3. Peraturan pemerintah

4. Putusan presiden

5. Peraturan Dae!rah, yang terdiri dari :

a. Peraturan Daerah tingakat | (provinsi)
b. Per:_aturan Qae.rah tingkat Il (kabupaten/kota)
¢. Peraturan Daerah tingkat lll (Desa). . ‘

Jadi ketika konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian

aturan hukum tersebut, maka dapat b_erbentuk kontestasi norma,

reduksi norma atau distoris nc;rma. ’

Dalam pemikiran Mainstream dia beranggapan bahwa kepastian
hukum merupakan keadaan cdimana prilaku manusia baik itu individu,
kelompok organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan
oleh aturan hukum.

Seceira etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang
dahulukala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah

serigala bagi manusia lainnya (lrornohominifupus). Manusia adalah makhluk

yang beringas yang merupakan suatu ancaman.

L]
L
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Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari
jatuhnya korban. Konsekuensi daripada bandéngén ini .z;dalah bahvza prilaku
manusia secara sosiologis menipzkn refleksi dari perilaku yang dibayangkan

dalam pikiran pembuat aturan hukum.

Oleh karena itu, menurut Jimli Ashiddigie (Raby 31 Mei 2006} :

: . Tujuan i—lukum, selain ada kepastian hukum, dan juga hukum
adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilun,
kepastian hukum, dan keteraturan itu sendiri demi mewujudkan
simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Jadi setiap Keputusan Desa dan Peraturan Desa merupakan
produk hukum dari kegiatan vang dilakukan oleh pemerintah Desa yang’
dibuat baik dalam rangka memecahkan suatu masalah maupun dalam

merealisasikan aspirast rﬁasyarakat yang berada di bawah naungan

organisasi pemerintah Desa.

Istilah Keputusan-Desa dan Peraturan Desa muncul sebagai hasil
keluaran peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan

Desa, hanya saja berbeda secara kronologis.

*
¥

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor, 72 Tahun 2005 Tentang

Desa, mengenai Keputusan Desa adalah merupakan keputusan yang telah
. :
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama oleh

.
]
H

L]
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]
&
.

]
+
.

pemerintah ljesa dan Lembaga Permusyawarah Desa (BPD), yang

ditetapkan dengan nama peraturan Desa.

Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan
ole['l Kepala Desal dan Badan Perwgkilam Des;z setelah mendapatkan
persefujuan Badan Perwakilan Desa melalui ca.ré musyawarah untuk
mencapai mufakat, dan hasilnya mengikat kepada seluruh warga masyarakat
Desa yang bersangkutan terbukti dengan keteraturan dan ketaatan
masyarakat Desa Pattimang kecamatam Malangkg Kabupaten Luwu Utara
l ' yang telah melakukan membayaran pajak retribusi pasar, peraturan Desa
tentang anggaran pendapatan belanja Desa (APB -DESA) tiap kurun satu
tahun masa anggaran Desa, dan terlaksananya Struktur pemerintahan yang
baik yang tida!< bertente;ngan dengan aturan diat?snya seperti peraturan

daerah Luwu Utara Nomor 06 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dencan keteraturan dan ketaatan masyarakat Desa Pattimang
Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara terhadap suatu keberlakuan
kaidah hukum yang felah terbukti yang dilakukan oleh aparat Desa dalam
melakukan pemungutan pajak retribusi pasar Desa yang dilakukan setiap

hari pasar.

Maka hal rersebut diatas bendr, menuryt Arief Sidharta, SH. (1999
+ 93). Mengatakan bahwa kaidah hukum ‘setagai perintah. Yang sangat dapat
diterima dalam jangkauan masyarakat tersebut, yang dapat memberikan -
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. gambaran bahwa ia berlaku tentang pembentuk undang- -undang yang

dengan kebersaranakan undanq undang itu sendiri. .
Dijelaskan kemudian, Menurut Arief Sidharta, SH. (1999 : 147-

163). Bahwa ada tiga aspek kebetiakuan suatu kaidah hukum. Yaitu : ¢

T

1, Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum

Keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan berseranakan
penelitian empiric tentang perilaku para warga masyarakat.
Intinya bahwa para warga masyarakat dipandang secara
umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah
hukum, maka sehingga terdapat keberlekuan fakiual kaidah itu.

2. Keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum

Keberlakuan normatif suatu kaidah bukum, jika kaidah itu
merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu ,
yang di dalamnya Kaidah-kaidah hukum itu saling saling
menunjuk yang satu terhadap yang lain. Maka gigtem hukum
yvang demikian itu terdini afas suatu keseluruhan hierarkhi
kaidah hukum khusus yang vertempl pada kaidah-kaidah
‘hukum umum, Di dalamnya, kaidah hukum yang khusus lebih
rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.
Karena pada keberlakuan ini diabsraksi dari isi kaidah hukum,
tetapi perhatian hanya diberikan pada tempat pada kaidah
hukum itu di dalam sistem hukum, maka keberlakuan ini
disebut juga keberlakuan formal. dalam pendekatan
keberlakuan kaidah hukum ini, maka dengan dernikian tiap
kaidah hukum harus di derivasi dari sistem hukum itu, tampa -
memperhatikan isi kaidah hukum itu.

3. Keberlakuan evaluatlf kaldah hukum
Kaidah hukuifi secara evaluatlf berlaku jika kaidah hukum itu
oleh seseorang atau masyarakat dapat di terima. Ariinya suatu
kaidah hukum memiliki keberlakuan jika kaidah itu oleh
seseorang atau suatu masyarakat berdasarkan isinya
dipandang bernilai atau penting. Oleh karena itu. jika hal
demikian, maka kaidah hukum itu per definisi memiliki kekuatan
mengikat (verbindende kracht) atau suatu sifat mewajibkan
(verplichtend karakter). Yang dimana setiap orang dalem
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masyarakat berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum
tersebut, yang dianggap bernilai atau sangat penting untuk

perilaku sosialnya. -
Untuk itu, pengurus Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dan
Kepala Desa beseria Aparatnya, perluh mengetahui muatan materi
Keputusan Desa dan Peraturan Desa sebelum diundangkan agar tidak
bertentangan dengan peraturan diatasnya intinya, suatu Kepuiusan Desa
atau Peraturan Desa harus memuat hal-hal yang sesuai dengan kepentingan

masyarakat setempat agar perturan Desa tersebut mempunyai keberlakuan

hukum dalam masyarakat:

1 “oF -
- n.l

1. Ketentuan-ketentuan yang menganduné himbau'a;n, perintah, Iarang'an
atau keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu
yang ditujukan kepada masyarakat Desa,  «

2. Ketentuan-ketentuan yang memberikan suatu kewajiban atau beban
kepada masyarakat.

3. Segala sesuatu baik informasi ataupun keputusan lain yang perlu
diketahui oleh masyarakat Desa setempat. Informasi atau Keputusan
Desa, dalam hal ini menyangkut kepentingan masyarakat Desa yang

bersangkutan.

Hal ters.ebug diatas sudah terwujudkan dalarp masyarakat di Desa

Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, dengan adanya
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~ peraturan Desa yang dibuatnya. Yang dianggap sangat penting didalam
mewujudkan pengembangan pembangunan Desa, demi meningkatkan
tingkat kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam hal ini Desa Pattimang

Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat hal tersebui. maka hanya saja perluh diakui bahwa
dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 yang termaktup dalam

pasal 1 Ayat (5) dan {6} : .

1. Ayat (5) mengatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untljk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadet
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintainan

" Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

2. Ayat (6) menyatakan bahwa pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

' mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

L
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Oleh karena itu. secara khusus dapat ciikatakan bahwa urusan
rumah tangga yang harus diselenggarakan oleh Desa adalah uriisan yang
secara tradisional berdasarkan adat yang telah menj;';ldi urusarnya yang
sudah pasti telah mempunyai:keberlakuan hukum yang pasti yang telah
terakui didalam m’gs,yarakat itu sendiri yang tidak menjadi tugas instansi yang
lebih tinggi dan tic}ak dia-mbil alih oleh pemerintah tingkat yang lebih atas.
Demikian urusan rumah tangga Desa adala_h urysan Keputusan Desa atau
Peraturan Desa secara keseluruhan, dikurangi dengan uru‘san pemerintahan
umum, urusan tugas dekonsentrasi, urusan tugas desentralisasi dan urusan

tugas-tugas pembantuan. ' .
Y

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam\' Negeri Nomor 3 Tahun
1981, disebutkan bahwa penetapan Keputusan Desa, harus dilakukan
melalui rapat yang disebut dengan musyawarah Desa yang diselenggarakan
oleh Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Musyawarah Dalam
rapat tersebut, diteptukan bahwa rapat haius mencapai aourum dan harus
dihadiri Kepala Desa,‘perangkat Desa serta disaksikan oleh camat atau

pejabat lain yang ditunjuk demi untuk kepastian keberlakuan hukum dalam

masyarakat.

Pada tahap awal proses penyusunan dan penetapan Keputusan

Desa dimulai dengan penyusunan rancangan Keputusan Desa yang disusun
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oleh Kepala Desa dan perangkat Desa. Lebih lanjut prosesnya harus sesuai
dengan tata tertib musyawarah Desa yang dikenal dengan sebttan rapat
Lembaga Musyawarah Desa. Musyawarah Seieiah ditetapkan, maka
Keputusan Desa yang menetapkan ketentuan-.l'(etentuan yang bersifat
mengatur, menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan
masyarakat Desa dan menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban
bagi ketwangan  Desa, harus mendapat pengesahan  dari
bupati!walikotan;adya Kepala- Daerah Tingkat I, sebelum diberlakukan.

Mengenai registrasinya mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Keputusan Desa sebagai produk dari pemerintah Desa, adalah
sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah Desa.

Keputusan Desa harus ditindaklanjuti dengan kegiatan operasional atau

program-program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

%
Mekanisrne pelaksariaan Keputusan Desa selalu berbeda sesuai
dengan kondisi, pofensi dan kemampuan setiap Desa. Di samping itu
Iangkah-langkahnya’t juga.sangat terganfung pada jenis atau materi pokok

dari Keputusan Desa yang dibuat.

Untuk mengetahui keberhasilan atau efektivitasnya pelaksanaan

Keputusan Desa maka pelaksanaannya perlu diawasi. Berdasarkan pasal 13
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.dan 14 peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 3 Tahun 1981, Pengawasan
umum juga berlaku terhadap Keputusan Desa dengan kata lain, Menteri
Dalam Negeri, Gubemur Kepala Daerah Tingkat | dan bupati/walikotamadya
kepala Daerah Tingk=t Il mem;.:unyai tugas untuk melakukan pengawasan

atas jalannya pamerintaiy desa te'.n'nasuk*terhadaq ieputusan Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa, mengenai Peraturan Desa dalam pasal 61 Ayat (1), (2), dan

(3) antara lain :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disetujui bersama sebelu™ ditetapkan oleh kepala Desa paling
fama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala Desa kepada

Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

2. Hasil evaluasi BupatiMalikota terhadap rancangan peraturan Desa
sebagaimana dimak:fsud pada Ayat (1) diatas disa:mpaikan paling

lama 20 {dua puluh) hari kepada kepala Desa.

3. Apabilah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
ciatas melampaui batas waktu dimaksud, kepala Desa dapat
menetapkan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa

menjadi peratuan Desa. ., - .
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' Salah satu contoh peraturan Desa Pattimang Kecamatan
Malangke Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2007 Tentang-Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa {(APB — DESA) yang memiliki kepastian
hukum; Yang mengacu pada 'bagian menimbang berisi bahwa, untuk
pelaksanaan’ pasal 8 Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 9 Tentang
Keuangan Desa.dan kemudian dilanjutkan pada salah safu isi di bagian
mengingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Lembaran
| Negara Republik lnldonesia Tahun 2OQ§ Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45%7): d:e;lgan persetujuan bersama
Badan Permusyawaratan Desa dan Kepalah Desa Pattimang, yang
kemudian ditandatangani_oleh kepalah Desa, sekretaris Desa, ketua Badan

Permusyawaran Desa, dan camat setempat. Dengan tebusan :

6. Bupati Luwu Utara di Masamba

7. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba

8. Asisten Tata Pemerintahan SetKab. Luwu Utara di Masamba
9. Kepala BAWASDA Kab. Luwu Utara Hi Masamba e
10. KABAG Otonomi-Desa SEKDA Kab. Liwu Utara di Masamba
11.KABAG Hukum SEKDA Kab. Luwu Utara DI Masamba

12.Kepalah Desa Pattimang di Patfimang '

13.Ketua BPD Desa Pattimang, dan

14, Pertinggat;
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Dalam peraturan Desa sebagaimana dima!(sud pada Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005, bahwa .
peraturan‘Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa setempat. Clsh karena itu peraturen Desa sebagaimana
disebutkan pada Ayat (1) tersebut dilarang bertententangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan diatasnya atau
lebih tinggi. untuk itu perluh rriemonitor dan mengawas.i Per;':lturan Desa yang
ada, maka Peraturan Desa perlu diberitahukan atau disampaikan pula
kepada pemerintah propinsi dan pemerintab Kabupaten, dalam jangka waktu
maksimal 2 (dua) lm'inggu setelah dit%tapka!n dengan tembusan kepada
Camat daerah yang bersangkulan. Sedangkan pihak yang berwenang untuk
membatalkan P;araturan Desa adalah Pemerintah Kabupaten, atas dasar

alasan pembatalan :

1. Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan kepentingan

umum.

2. Pevaturan Desa yang berangkutan bértentangan dengan

Peraturan  Perundang-undangan vyang lebih  finggi

tingkatannya.




Keputusan pembatalan suatu Peraturan Desa harus diberitahukan
kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa beserta

alasan-glasan pémbatalan Peraturan Desa tersebut.

¥
Al
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BABY ...

PENUTUP

5.1 Kesimpula:l

_ Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat
ditarik kesimpulan :

1. Badan_Pennusyawarata:: Desa sebagai badan legislatif di Desa
Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang ..
‘mempunyai fungsi legislasi, itu sudah menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai parl:a,men di tingkat Desa
Pattimang yang ditinjau dari fungsi legislasinya, terbukti dengan
adanya empat peraturan Desa yang dibuatnya selama masa
jabatan pengurus serta Anggota Badan P:armusyawaratan Desa o
dan bahkan sekaligus advokasi dida!an; masyarakat itu sendiri,

“ walaupun masih belum maksimal akibat belum memadainya
tingkat pendidikan yang dimilii oleh Anggota Badan
Permusvawratan Desa, serta kurangnya dukungan secara
eksternal dari pemerint’_qh tipgkat ‘!i _setempat  sebagali
pemerintah daerah.

2. Budan Permusyawsratan Desa sebagi parlemeﬁ di tingkat Desa
yang mempunyai fungsi legislasi dalam hal membuat peraturan

Desa bersama kepala Desa, selama ini produk hukum yang

dibuatnya, baik itu yang sifatnya perintah, larangan, himbavan
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maupun peraturan Desa itu sendri, misalnya peraturan Desa
Pattuimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Nomor
1 Tahun 2007 tentang peridapatan dan belanja Desa (APB-
DESA), secara hukum itu sendiri sudah memiliki kepastian dan
keberiakuan +hukum, Baik dari segi keberlakuan faktual atau
empiris kaidah hukum, keberlakuan normatif atau formal kaidah
hukum, keberlakuan eviuatif kaidah hukum, dan juga secara
tehnis. sudah disetujui secara melalui musyawara/mufakat oleh
pemerintah setempat, dengan persetujua camat dan pemerintah
tingakat I, dan juga dimana jika setiap produk hukum yang ada
di Desa fersebut telah mempunyai kepastian hukum dari segi
ketaatan dan keberlakuan hukum itu sendir, terbukti terhadap
partisipasi  masyarakat yang sangat besar dan bahkan
keterlibatan masyarakat itu sendiri didalam merencanakan dan
merumuskan atau membuat peraturan Desa setempat. Jadi
setiap produk hukum yang ada, maka masyarakat tidak merasa
tidai< tahu lagi dengan peraturan itu sendiri, karena begitu
partisipasi masyarakat yang sangat Icu‘kup besar terhadap
peraturan Desa tersebut dian juga sudah_dr]':eq].e‘tdi kebutuhan

S T -

yang dianggap bemilai atau sangat penting dalam
pengembangan meningkatkan tinggay kesejahteraan

masyarakat, dan juga sangat penting untuk perilaku sosial pada

-

-—
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masyarakat Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten

+ -
—

Luwu Utara.

1
.

. Badan Permusyawaratan Desa perluh memperluas kerja sama

secara langsung kepada pemerintah setempat lebih lagi pada
pemerintab tingkat I, demi untuk meningkatkan optimalnya
fungsi Badan Pemusyawaratan Desa, dalam hal menjalankan

¥,

fungsi legistasinya di Desa.

. Badan Permusyawaratan Desa sebagai parlemen di tingkat

Desa, yang dimana salah satv ;ftm‘hs_inyg adaiah_legislasi, maka
perluh dari segi sumber daya manusia yang menunjang dalam
hal pendidikan yaryg formal dimiliki oleh pengurus dan anggota
Badan Permusyawratan Desa, demi untuk mewujudkan
optimalisasi fungsinya sebagi legislasi dalam hal pembuatan
peraturan Desa, agar setiap produk hukum dibuatnya dapat
merapunyai kua;litas baik secara formiil maupun secara materiil
agar mempunyai kepastian hukum dan keberlakuan hukum
yang vang jelas lagi, baik dari peraturan hukum itu sendiri
maupun dalam masyarakat sebagai alat sosial kontrol dalam
masyarakt Dega [’aEtimanq Kecamatan Majangke Kabupaten

Luvsu Utara,




DAFTAR PUSTAKA -

—

Arizon Yance, Y. D, 1944 — 2009. Tentang Keberlakuan Hukum.

Bambang dan Nur. M, 1990 : 180. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.

¥

Echos M. John dan Shadily Hassan, 269. Kamus jnbgrffs-l(rdqnesia.
, 1986 : 298. Kamurs Lengkap Bahasa ‘Indonesia.

lKansi{, C. T, 1984. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa,

Ghalia Indonesia : Jakarta.

Karim, Abdul Gaffar, 2003. Kompleksitas Perscalan Otonomni Daerah,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

rl/lakhya Syarief dan Ambong Ibrahim, 1991 : 178. Fungsi Legislatif Dan

Kewenanganya.

flarbun B. N. Fungsi Legislalif. 1983 : 158, Erlangga, Jakarta.

- -

uspa Yan Pramadya, 1980 : 387. Kamus Hukum.

rktaﬁie, Inu Kenné, 1994. Sistern Pemerintahan Indonesia, Reneka Cipta,

Jakarta.

dharta Arief, 1999 : 93, 147-153. Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung.




N
i

jandra Riawan. W, Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil. FH Universitas

Atma Jaya Yogyaka rta. -

Vidjaja, HAW, Pemerintahan Desa / Marga, 2001. Jakarta : PT Raja
H

- Grapindo  Persada.

’engaturan Desa dan Kelurahan, Kuraiko F?ratama:: Bandung. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1889 Nomor &0,
(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3839). '

ndang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Teniang Pemerintahan  Daerah, |
2007, Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. (TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA REPURLIK INDONESIA NOMOR |
4548),

bratutaran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4857).

ymber Lain :

remet, Wekipedia@ /hit/ Dari Wekipeqia. Bahasa‘lnp'ones!a, Ensiklapedia

Bebas.

kipedia® adalah merek dagang terdaftar dari Wikimedia Foundation, Inc.

1

Kebijakan privasi Perihal Wikipedia Penyangkalan.




-

PEMERINTAH PROVINSI SULAWES! SELATAN
= BADAN HESATUAN BANGSA :

J.ll:m Jeuderal Urip Smnoluirjo Nomaor 269 Telepon (0411) 453346, 444834

MAKASSAR ‘)l}231
== h——' H
070/ 740 -:IIIIHI{R-SS. Makagsar, % Raeal 2009,
Kepady, t
Yin LUEAT] LUWU UTARA
"Rekomendas: Penelltion. JL -

1%

I‘ﬂ A l.J l' \I [j ft-

dusarkanSurat Dekan Fak. sukum Univ. "45" Fakassar Wo.D.75/FH/U-45/
) tgzl. D6 Faret 2009,

'dls'unp.uk'm kepoda Saudara Lahw.n y.m;, rlersebut di bawah ini:

AL, SURANY u.T\

ngnal Lahir Cauppasola, 12 Juli 1986

in oy Iaki laki

Nsle

Fah, Fll=lniv, "45" ko

TPuri fams Uari Flk.Go 0 Mo 1) Mes.

akanmcun.ulnkan pernrelitian di Dacrah / Instansi Saudara
ngka pnyusu-as gkrinsi (I@n;-' N wdul :

Iu\dI FUTGHT LI!GI':LA L TADAN PURNUSYAVARAMAY undA DI DS, Pal 1.
- ir”\le':\“GKl }‘! [X LU-I.LI l.i'.i.;l!hﬁ “. ’ A

D {dwn) fulan tmt. 10 Raret 2009 s/d 10 fei 2009

#‘“’”“ P PMdak ade,

pungandengan hal {ersebut diatas pada prlnslpnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut
ntean

dan scsudah melaksanakan kegiatan L(.p'lda yang hcrs*mgkutan harus mclapor l-.cpada
JNahkota , Cq, Kbpalﬂ ' Jeantor/iepala —Radan —Wachnne  andanegpsa1— T

7 f ey o g




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
i

PERNYATAAN PENELITIAN
No: 09/46/;5/"[7—/"'//_‘;?/9;00_9'

Sehubungan dengan penulisan dan pcneliti;it;‘hukdm'dalam penyelesaian studi,
benar akan telah melakukan penelitian mahesiswa bersa:;gkutan di bahwa tersebut
rab/instansi. pemerintahan kami, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : *
alisasi Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pattimang

natan Malangke Kabupaten Luwu Utara™.

Nama : A. Surahman

Tempat / tanggal lahir : Cappasolo / 12'Juli 1986

Jenis Kelamin : Laki-1aki .

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Fak.Hukum Universitas “45" MKS
Alamat : Puri Tamansari BLK. G4. No. 11 MKS.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

Pattimang, 16 April 2009

An. Badan Permusyawaratan Desa

S tras e 7
DREMARTING THALIB.
Nip :

uds;'




